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PENETAPAN
Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara
perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan

sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TANEM, bertempat tinggal di Kerjo Rt. 002, Rw. 006, Desa Kerjo Kidul, Kec.
Ngadirojo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan ljin
Kuasa Insidentil kepada SOLEHA berdasarkan Surat ljin Kuasa
Insidentil Nomor 1343/KPN/W12.U29/HK2.4/XI11/2023/PN Wng tanggal

27 Desember 2023,, selanjutnya di sebut sebagai............... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Wonogiri pada tanggal 18 Desember 2023, dalam Register Nomor
166/Pdt.P/2023/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon TANEM lahir di Wonogiri pada tanggal 11 Mei 1954,
Anak perempuan dari pasangan suami istri SODIMEJO dan MINEM.
2. Bahwa I|bu pemohon yaitu SODIMEJO merupakan warga negara
Indonesia yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus
1996 dikarnakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Kerjo Desa Kerjo
Kidul Kec. Ngadirojo. Kab. Wonogiri.
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain :
a. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama pemohon;
b. Kartu Keluarga ( KK ) atas hama Kepala Keluarga Pemohon;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data
kematian;
d. Surat Keterangan dari Desa tempat tinggal Pemohon;
e. Formulir F-201;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga pihak keluarga mengenai
kematian Bapak Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan
kematiannya tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sehingga Ibu Pemohon yaitu (alm) SODIMEJO
belum dibuatkan Akta Kematian.

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama
SODIMEJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menujukan Akta
Kematian Bapak Pemohon tersebut.

6. Bahwa Pencatatan Kematian merupakan suatu peristiwa penting
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang
No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana
telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Peristiwa penting adalah
kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir
mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaan”.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun
2006 tentang administrasi kependudukan telah dirubah menjadi Undang-
Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
menyatakan  “Setiap  penduduk  wajib  melaporkan  peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang yang dialaminya kepada
instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil.

8. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Repuplik
Indonesia Nomor 231/PAN/HK/.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka
3 huruf a mengatur bawa Penduduk yang kematiannya sudah lama
sehingga data yang bersangkutan tidak tertcantum dalam Kartu Keluarga
dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian
kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan
penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat
(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu
terdapat ketentuan dalam surat Edaran Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negri Nomor
472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 vyang isinya

menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan
pengadilan.

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini
ke Pengadilan Negri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan
terkait pencatatan Akta Kematian Bapak Pemohon yang telah meninggal
dunia pada tanggal 14 Agustus 1996 dikarnakan sakit dan telah
dikebumikan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo Kab.
Wonogiri sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

10.Bahwa Permohon berdomisili diwilayah hukum Kabupaten Wonogiri
sehingga untuk perolehan Penetapan Permohonan Pencatatan Akta
Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan

Negri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negri Wonogiri berkenan

memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan bahwa di Kerjo RT.002/RW.006 Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo
Kab. Wonogiri pada tanggal 14 Agustus 1996 telah meninggal dunia
seorang laki-laki bernama SODIMEJO ( Bapak Pemohon ) karna sakit
dan dikebumikan di TPU Kerjo.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang
pencatatan kematian Bapak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang
berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama
SODIMEJO.

4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada

Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa
Insidentil Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Insidentil Pemohon membacakan
surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai
berikut:
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1. Bukti P-1 . Fotocopy Kartu Tanda Penduduk no
3312135105540001atas nama TANEM

2. Bukti P-2 . Fotocopy Kartu Keluarga No 3312131308058454 tanggal
16-11--2016 atas nama Kepala Keluarga TANEM

3. Bukti P-3 : Fotocopy Formulir Pelaporan Pencataan Sipil di Dalam

Wilayah NKRI atas nama Tanem

4. Bukti-P-4 ; Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris No 045/329/tanggal
28-11-2023;
5. BuktiP-5 ; Fotocopy surat Surat Keterangan No 045/17 tanggal 08-01-

2024 yang menyatakan bahwa Sodimejo anak dari Mbah

Bong dan  Kadinem dan tidak mempunyai saudara lain.

6. Bukti P-6 ; Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2023 yang
menyatakan tidak keberatan Tanem mengajukan

Permohonan Akta Kematian Sodimejo

7. Bukti P-7 ;  Surat Keterangan no 045/869 tanggal 30 Nopember 2023
yang menyatakan Sodimejo meninggal dunia tanggal 14-
08-2006 karena sakit tua.

8. Bukti P-8 ; Surat Keterangan no 045/868 tanggal 30 Nopember 2023
yang menyatakan Minem meninggal dunia tanggal 17-05-

2001 karena sakit tua;
9. BuktiP-9 : Silsilah keluarga Sodimejo

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KUSNI MARTANTI, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga

Saksi;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerjo Rt 002 Rw 006, Desa Kerjo

Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Nama orang tua pemohon adalah Bapak SODIMEJO dan lbu

MINEM,;

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan

penetapan Akta Kematian bapak kandung Pemohon;
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- Bahwa SODIMEJO sudah meninggal sejak 14 Agustus 1996 karena sakit
tua dan dimakamkan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul Kec Ngadorojo Kab
Wonogiri;

- Bahwa Tempat tinggal orang tua Pemohon di Kerjo, Desa Kerjo Kidul
Kec. Ngadirojo Kab Wonogiri;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian bapak
Pemohon atas nama SODIMEJO ini akan digunakan untuk berbagai
keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian bapak Pemohon
tersebut;

- Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 2 orang yaitu SAKINAH
dan SATIMIN (almarhum);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum; Menimbang,
bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak
keberatan;
2. Saksi WISNU MUJIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga
Saksi;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerjo Rt 002 Rw 006, Desa Kerjo
Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Nama orang tua pemohon adalah Bapak SODIMEJO dan lbu
MINEM;

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan
penetapan Akta Kematian bapak kandung Pemohon;

- Bahwa SODIMEJO sudah meninggal sejak 14 Agustus 1996 karena sakit
tua dan dimakamkan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul Kec Ngadorojo Kab
Wonogiri;

- Bahwa Tempat tinggal orang tua Pemohon di Kerjo, Desa Kerjo Kidul
Kec. Ngadirojo Kab Wonogiri;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian bapak
Pemohon atas nama SODIMEJO ini akan digunakan untuk berbagai
keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian bapak Pemohon
tersebut;

- Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 2 orang yaitu SAKINAH
dan SATIMIN (almarhum);
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- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak
keberatan;
Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada
hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,
maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam

Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian Bapak kandung Pemohon yang
bernama SODIMEJO telah meninggal tanggal 14 Agustus 1996 karna sakit dan
dikebumikan di TPU Kerjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9
dan dihubungkan dengan keterangan saksi —saksi yaitu saksi KUSNI MARTANTI
dan saksi SARDI, serta keterangan Pemohon maka telah diperoleh fakta hukum
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerjo Rt 002 Rw 006, Desa Kerjo
Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Nama orang tua pemohon adalah Bapak SODIMEJO dan Ibu
MINEM;

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan
penetapan Akta Kematian bapak kandung Pemohon;

- Bahwa SODIMEJO sudah meninggal sejak 14 Agustus 1996 karena sakit
tua dan dimakamkan di TPU Kerjo Desa Kerjo Kidul Kec Ngadorojo Kab
Wonogiri;

- Bahwa Tempat tinggal orang tua Pemohon di Kerjo, Desa Kerjo Kidul
Kec. Ngadirojo Kab Wonogiri;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian bapak
Pemohon atas nama SODIMEJO ini akan digunakan untuk berbagai
keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian bapak Pemohon
tersebut;

- Bahwa Pemohon memiliki saudara berjumlah 2 orang yaitu SAKINAH
dan SATIMIN (almarhum);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan;
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- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan
Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Anak Kandung dari
pasangan suami istri Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM, dan bapak Pemohon
telah meninggal di Kerjo RT.002/RW.006 Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo Kab.
Wonogiri pada tanggal 14 Agustus 1996 karna sakit dan dikebumikan di TPU
Kerjo., sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian
bapak Kandungnya yang bernama SODIMEJO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi KUSNI
MARTANTI dan Saksi SARDI menerangkan bahwa Bapak SODIMEJO dan Ibu
MINEM adalah pasangan suami istri sampai mereka berdua meninggal dunia, dan
selama menikah Bapak SODIMEJO dan Ibu MINEM memiliki 3 (tiga) orang anak
yaitu SAKINAH TANEM dan SATIMIN (almarhum), hal tersebut dibuktikan dengan
bukti surat bertanda P-9 berupa Silsilah Keluarga SODIMEJO, bukti surat bertanda
Bukti P-3 yaitu Fotocopy Formulir Pelaporan Pencataan Sipil di Dalam Wilayah
NKRI atas nama Tanem, Bukti-P-4 yaitu Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris
No 045/329/tanggal 28-11-2023, bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga atas
nama kepala keluarga TANEM, keempat bukti Surat tersebut menunjukkan bahwa
Pemohon/ TANEM merupakan anak pasangan dari Bapak SODIMEJO dan lbu
MINEM, dan oleh karena SATINEM, Adik Kandung Pemohon telah meninggal dunia,
maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian Bapak SODIMEJO yaitu
Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerjo Rt 002 Rw 006,
Desa Kerjo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, sebagaimana vide bukti P-1 yaitu
Kartu Tanda Penduduk atas nama TANEM, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas
nama Kepala Keluarga TANEM, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/
yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri wonogiri
berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk
memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait bapak kandung
Pemohon yaitu SODIMEJO yang telah meninggal dunia di Kerjo RT.002/RW.006
Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri pada tanggal 14 Agustus 1996 karna
sakit dan dikebumikan di TPU Kerjo, namun karena kelalaian keluarga tersebut,
kematian SODIMEJO hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum SODIMEJO belum dibuatkan Akta
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kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian
atas nama Almarhum SODIMEJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Bukti P-3 vyaitu
Fotocopy Formulir Pelaporan Pencataan Sipil di Dalam Wilayah NKRI atas
nama Tanem, Bukti-P-4 yaitu Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris No
045/329/tanggal 28-11-2023, Bukti Surat P-7 Surat Keterangan no 045/869
tanggal 30 Nopember 2023 yang menyatakan Sodimejo meninggal dunia
tanggal 14-08-2006 karena sakit tua, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi
menerangkan bahwa benar SODIMEJO telah meninggal dunia karena sakit bahwa
di Kerjo RT.002/RW.006 Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri pada tanggal
14 Agustus 1996 dan dikebumikan di TPU Kerjo.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta
kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum vyaitu:
Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana
telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan
bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006
tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-
Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan
“Peristiwva penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-
Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah
dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan, disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau
yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa
atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka
Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalii permohonannya serta
permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka
Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan
maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23
Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatatakan “Pencatatan Peristiwa
Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak
diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya
penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada
Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar
mencatat Kematian SODIMEJO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan
juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas hama SODIMEJO tersebut paling
lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan
sedikit perbaikan pada petitumnya maka kepada Pemohon dibebani pula untuk
membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81
sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa di Kerjo RT.002/RW.006 Kerjo Kidul Kec. Ngadirojo
Kab. Wonogiri pada tanggal 14 Agustus 1996 telah meninggal dunia seorang
laki-laki bernama SODIMEJO ( Bapak Pemohon ) karna sakit dan
dikebumikan di TPU Kerjo.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang
pencatatan kematian Bapak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang
berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama
SODIMEJO.
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh

delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami
VILANINGRUM WIBAWANI,S.H.,MH., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh KARTINEM, sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim
KARTINEM VILANINGRUM WIBAWANI,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya
1. PNBP Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas :Rp. 3.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materei : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
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